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KATAPENGANTAR

_ Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT,
| Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,
Kalender Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan
! Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri
ahun 2019 dapat disusun.

: BPSDM Kemendagri berupaya terus untuk mengembangkan
Il program Pengembangan Kompetensi sebagai upaya mengembangkan
: Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Dalam Negeri agar lebih
W= profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Kemendagri Tahun 2019 diterbitkan
dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan
Pengembangan Kompetensi yang akan dilaksanakan olen BPSDM Kemendagri, 4 (empat)
unit pelaksana teknis PPSDM Regional Kemendagri (Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta
dan Makassar) dan 1 unit Balai Diklat Pengembangan Kompetensi Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran diRokan Hilir selama Tahun anggaran 2019. Besar harapan kami agar
dengan diterbitkannya Kalender Program Pengembangan Kompetensi Tahun Anggaran 2019 ini
dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah
Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur
Sipil Negara.

Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan
rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Februari 2019
KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd
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Pendahuluan

Tuntutan  pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)
pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah di era reformasi semakin bertambah
berat dan kompleks. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka perubahan tugas pokok dan
fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan dituntut untuk dapat menyesuaikan terhadap
tuntutan perubahan.

Untuk menjawab perubahan tersebut nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan
(BADAN DIKLAT) Kementerian Dalam Negeri menjadi BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut
membuktikan bahwa transformasi fungsi kelembagaan pengembangan SDM Aparatur Sipil
Negara sudah menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Perubahan BPSDM
Kemendagri didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa
BPSDM menyelenggarakan fungsi pengembangan sumber daya manusia pemerintahan
dalam negeri. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil
Negara secara tidak langsung juga mempengaruhi perubahan fungsi kelembagaan, sehingga
berdampak pada penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta indikator kinerja
yang kesemuanya diarahkan kepada pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur yang
berkompeten dan profesional.

BPSDM Kemendagri atas nama Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat UU
Aparatur Sipil Negara pasal 44 bertugas membantu penyusunan standar dan pedoman
penyelenggaraan dan penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional, serta pemberian
akreditasi dan sertifikasi dibidang pemerintahan. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut maka

BPSDM Kementerian Dalam Negeri menetapkan visi sebagai berikut.

“ APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI YANG
KOMPETEN DAN PROFESIONAL”



Berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unit

eselon | yang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. BPSDM mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri dengan

fungsi, yaitu:

a.

e
f.
g

h.

penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya
manusia pemerintahan dalam negeri;

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional
bidang pemerintahan dalam negeri

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri;

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM Kemendagri terdiri dari 4 pusat pelaksana

teknis, dan sekretariat yang terdiri dari :

1.

Sekretariat Badan, bertugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada
semua satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi, bertugas melaksanakan pengelolaan
standardisasi dan sertifikasi kompetensi, tenaga kependidikan, lembaga
kependidikan, kurikulum dan modul, serta pengembangan teknologi pembelajaran
Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, bertugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi
bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen
Kepemimpinan, bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana,
pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan.



5. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, bertugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi
jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, administrasi jabatan
fungsional, serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional binaan
Kementerian dan Lembaga.

Guna mengoptimalkan fungsi BPSDM Kemendagri sesuai dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional, BPSDM Kemendagri memiliki tugas
sebagai pembina teknis dan fungsional Pusdiklat Regional Kemendagri Bandung,
Yogyakarta, Makassar dan Bukittinggi.

Pusat Diklat Kemendagri berada di 4 Regional dan 1 Balai Rokan Hilir yang memiliki tugas
dan fungsi yang sama dan hanya dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Cakupan
wilayah kerja masing-masing regional dan balai yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi
meliputi:
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,
Bengkulu, Sumatera Selatan, dan KepulauanBangka Belitung.

2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bandung
meliputi:
Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan;




3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Yogyakarta
meliputi:
Provinsi DI Yogyakarta, JawaTengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur.

b

R

\

|
L\

4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Makassar
meliputi:
Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua dan
Papua Barat.

5. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran di Rokan Hilir, yang meliputi: 34 Provinsi
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10.

Dasar Hukum

asar hukum proses pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri mengacu pada peraturan-peraturan berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 Tentang
Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di
Lingkungan Kemendagri dan Pemda;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD;

Perka-LAN No. 12 dan 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyeleng-
garaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I11 dan IV;
Perka-LAN No.21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelanggaraan Diklat
Prajabatan Golongan IllI;

Perka-LAN No. 22 tahun 2013 tentang tentang Pedoman Penyelang-
garaan Diklat Prajabatan Golongan I dan II.




1 Badan Pengembangan SDM
Kemendagri
258 Orang ASN

PPSDM Regional Yogyakarta
111 Orang ASN

PPSDM Regional
Bandung
5/ Orang ASN

PPSDM Regional Bukittinggi
43 Orang ASN

PPSDM Regional Makassar
Balai Pol-pp dan Damkar Rohi 50 Orang ASN
8 Orang ASN

Komposisi Pegawai Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri




Tabel 1
DISTRIBUSI ASN DI BPSDM, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL DAN BALAI
BERDASARKAN JABATAN

BPSDM/PPSDM/BALAI
JABATAN REG. REG. REG. REG.
BPSDM BUKITTINGGI | BANDUNG | YOGYAKARTA MAKASSAR BALAI
ESELON 1 1 0 0 0 0 0
ESELON 2 4 1 1 1 1 0
ESELON 3 15 3 3 3 3 1
ESELON 4 38 10 10 10 10 3
JF WIDYAISWARA 37 9 6 15 9 4
JF TERTENTU 8 0 1 1 0 0
JABATAN
FUNGSIONAL UMUM 155 20 36 81 27 0
TOTAL 258 43 57 111 50 8
Sumber: BPSDM Kemendagri, PPSDM Regional dan Balai, 2019
Tabel 2
DISTRIBUSI ASN DI BPSDM, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL DAN BALAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
BPSDM/PPSDM/BALAI
PENDIDIKAN REG. REG. REG. REG.
BPSDM BUKITTINGGI BANDUNG YOGYAKARTA MAKASSAR BALAI
SD 1 0 1 4 0 0
SmpP 0 3 7 1 0
SMA/KEJURUAN 29 6 6 24 6 0
D3 7 0 0 5 3 1
D4 30 4 3 1 1 4
S1 74 19 22 49 19 1
S2 108 14 20 19 18 2
S3 8 0 2 2 2 0
TOTAL 258 43 57 111 50 8

Sumber: BPSDM Kemendagri, PPSDM Regional dan Balai, 2019
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Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kemendagri

adan Diklat Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015

mengalami tranformasi menjadi Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BPSDM) sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kemendagri. Perubahan tersebut seiring dengan tuntutan
perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan lahirnya Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri bertugas melaksanakan
pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

JIn. T.M. Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan 12740
Ph. (021) 7981412

Sarana Pendukung:

Jumlah Kelas: 12 Ruang Jumlah Kamar:
109 Ruang Daya Tampung: 218 Orang




STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kepala BPSDM Kemendagri

Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd g
e Sekretaris Badan

Jabatan Fungsional
1. Koordinator Widyaiswara (Drs. Domoe Abdie, M.Si) ‘..‘
- Jumlah Widyaiswara 37 Orang Drs. Dindin Wahidin, M.Si
2. Arsiparis 1 Orang
3. Dokter Umum 3 Orang
4. Dokter Gigi 2 Orang | | | .
2. g%raw?t g Orang Kepala Bagian Perencanaan Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Umum Kepﬂ:;’:;::.ﬂ‘::m:::;:ga"
. Bidan 1 Orang

D) ©)

Wahyu Widayat, M. TI | Ir. Budur Latief , M.T I

Catur Denny Alexandria, S.T., M.Sil [Yosephina Siagian, S.E, M.Sl

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan Fungsional dan Teknis
IDF- Dra. Rochayati Basra, MPdI Dra. Rina Kentiana Rivai Jusuf, M.Si Dra. H. Erani Bud Lestar, M.5i
' (Pit. Kepala Pusat)
Kepala Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Kepala Bidang Kompetensi Pemerintahan Desa, dan Kependudukan Kepala Bidang Kepamongprajaan Jabatan Fungsional

Dra. Lusie Anneke Tabalujan, M.Pd [Dra. H. Erani Bui Lestari, M. | [rs. Urkanus Slhombmg, MPA|

Dra. Dina Achdiana, M.M

Kepala Bidang Standarisasi Lembaga Kepala Bidang Otonomi, Keuangan, Kepala Bidang Kepemimpinan Kepala Bidang Administrasi
Kediklatan Pemerintahan Dalam Negeri Pembangunan dan Kewilayahan dan Prajabatan Jabatan Fungsional

Dr. Drs. Izzudin, M.Pd [Drs. Endang Dwikorachmat, M|

Yuddy Kuswanto, S.Sos

Dr. Togar Srbarann M.Pd

Kepala Bidang Kurikulum dan Kepala Bidang Administrasi Kepala Bidang Kompetensi Teknis
Teknologi Pembelajaran Kepala Bidang Pimpinan Daerah Pemerintahan dan Manajemen dan Fungsional Kementerian dan Lembaga

Dra. Imelda, M.AP

[Drs. Saimona Pardano PW.S., M.P Ariadi Widiyanto, S.E|

Dra. Imelda A. Hasan
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PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI, BANDUNG, YOGYAKARTA DAN

MAKASSAR

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi
JIn. Raya Bukittinggi Payakumbuh Km. 14 Sumatera Barat

Ph.(0752)28241 EEF

Sarana Pendukung: > 7\

Jumlah Kelas: 7 Ruang
Jumlah Kamar: 120 Ruang
Daya Tampung 240 Orang

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL
BUKITTINGGI

Kepala Pusat PSDM
Drs. H. Sukriadi Sawai, M.Si
Jabatan Fungsional H. Irwandi. SE. M.Si

Kabag Tata Usaha

Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Kabid Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Tinggi Pratama,Administrator, dan Jafung,Pelaksana, Kepala Daerah,Wakil
Pengawas Kepala Daerah,DPRD, dan Lurah.
Sarjayadi, SS Drs. H. Aliyarmen, M.Si
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STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL
BANDUNG

Kepala Pusat PSDM
Ir. Tatty Devi M.

Siregar, M.Si

Jabatan Fungsional Kabag Tata Usaha
Dra. Mimi
Mintarti, MAP

Kabid Pengembangan Kompetensi Kabid Pengembangan Kompetensi
Jabatan Pimpinan Tinggi Jafung,Pelaksana, Kepala Daerah,Wakil
Pratama,Administrator dan Pengawas Kepala Daerah,DPRD, dan Lurah.
Neta Siti Mutiawati, S.Sos TR Fahsul Falah, S.Sos, M.Si
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PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta

JIn. Melati Kulon No.14 Daerah
Istimewa Yogyakarta
Ph.(0274) 564249

Sarana Pendukung
Jumlah Kelas: 20 Ruang
Jumlah Kamar: 175 Ruang
Daya tampung: 350 Orang

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL YOGYAKARTA

Kepala Pusat PSDM

Ir. Suroyo,
M.Si

Kabag Tata Usaha
Mochammad
Fatchul Arifin, SH

Jabatan Fungsional

Kabid Pengembangan Kompetensi Kabid Pengembangan Kompetensi
Jabatan Pimpinan Tinggi Jafung,Pelaksana, Kepala Daerah,Wakil
Pratama,Administrator dan Pengawas Kepala Daerah,DPRD, dan Lurah.
Sutarta, SH, M.Si Ari Sulistyorini, S.IP, M.Si
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PPSDM Kemendagri Regional Makassar

JIn. Paccerakkang Daya
Biringkanaya Sulawesi Selatan
Ph. (0411)513722

Sarana Pendukung
Jumlah Kelas: 5 Ruang

Jumlah Kamar: 75 Ruang
Daya Tampung: 150 Orang

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL MAKASSAR

Kepala Pusat PSDM
Drs. La Ode M. Salmar, M.Si

Jabatan Fungsional

Kabag Tata Usaha

Dra. Widi Astuti, M.Si

Kabid Pengembangan
Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama,Administrator

dan Pengawas

Hj. Andi Rosnawati, SH,M.Si

Kabid Pengembangan Kompetensi
Jafung,Pelaksana, Kepala Daerah,Wakil
Kepala Daerah,DPRD, dan Lurah.

Dra. Hj. Sulaeha H.Taba, M.Si
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BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi penyelenggaraan, uji kompetensi, kerjasama,
pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan kententuan peraturan perundang-

undangan.

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR - ROHIL

JIn. Lintas Riau-Sumut,KM 167
Banjar Xll Ujung Tanjung
Kecamatan Tanah Putih - Rohil

Sarana Pendukung
Jumlah Kelas: 8 Ruang

Jumlah Asrama: 4 Asrama
Daya Tampung: 228 Orang

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN DAMKAR - ROHIL

Kepala Balai
Setiawan, M.Si

Jabatan Fungsional

Ka. Subbag Tata Usaha
Panidi, SE

Seksi Polisi Pamong Praja

Rivelino, S.

STP, MM

Seksi Pemadam Kebakaran

M.Chairullah, S.STP, M.Si

Seksi Dukungan Teknis Operasional

Chandra Dorman Lolle, S.STP
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Kalender Program Pengembangan
Kompetensi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam Negeri 2019

Catatan: Tanggal dan
tempat kegiatan
pelaksanaan dapat
sewaktu-waktu
berubah




Pusat Standarisasi dan
Sertifikasi BPSDM
Kemendagri




Bidang Kompetensi

Tempat
No. Nama Kegiatan Jumlah SLmiesr Jadwal Tentatif P
Anggaran Pelaksanaan
Training Pelaksanaan Januaris.d 1 BPSDM
L Kediklatan 1 Angkatan RM Februari 2019 Kemendagri
Diklat Perumus Standar Januaris.dl BPSDM
2 angkatan | 1 Angkatan RM Februari 2019 Kemendagri
Diklat Manajemen Januaris.d 1 BPSDM
3. Pengembangan Kompetensi 1 Angkatan RM Februari 2019 Kemendagri
Diklat Asesor Kompetensi 4 s.d 9 Februari BPSDM
4 Pemerintahan 1 Angkatan RM 2019 Kemendagri
Diklat Peningkatan Kapasitas 11 s.d 15 Februari BPSDM
> Asesor (Administrator) 1 Angkatan RM 2019 Kemendagri
Diklat Perumus Standar 18 s.d 22 Februari BPSDM
6. angkatan |1 1 Angkatan RM 2019 Kemendagri
Training System Management . BPSDM
7. | Pengembangan Sumber Daya 1 Angkatan RM 25 Februari s.d 1 Kemendagri
. : . Maret 2019
Manusia Berbasis Kompetensi
Penyusunan dan Konvensi . BPSDM
8. | Standar Kompetensi BPSDM - RM Januari s.d Maret Kemendagri
_ 2019
Kemendagri
Penyusunan Perangkat Uji Februari s.d April BPSDM
9. | Kompetensi BPSDM - RM 2019 Kemendagri
Kemendagri
Penyusunan Perangkat Uji . BPSDM
10. | Kompetensi Bendahara - RM Maret s.d Mei 2019 Kemendagri
Pengeluaran Daerah
11 Diklat Peningkatan Kapasitas 1 Anakatan 11 s.d 15 Maret BPSDM
" | Asesor (Pengawas) g PNBP 2019 Kemendagri
Diklat Peningkatan Kapasitas 18 s.d 22 Maret BPSDM
12 Asesor Pol PP (Pertama) 1 Angkatan PNBP 2019 Kemendagri
Diklat Peningkatan Kapasitas 25 s.d 29 Maret BPSDM
13. Asesor P2UPD (Madya) 1 Angkatan PNBP 2019 Kemendagri
Diklat Peningkatan Kapasitas . BPSDM
14. Asesor (Camat) 1 Angkatan PNBP 8s.d 12 April 2019 Kemendagri
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Bidang Standarisasi Lembaga Kediklatan Pemerintahan Dalam Negeri

. Sumber Jadwal Tempat
No. Nama Kegiatan IR Anggaran Tentatif Pelaksanaan
1. | Rakor Pembinaan LSP-PDN i APBN Maret 2019 BPSDM
Provinsi 34 Provinsi Kemendagri
Penyusunan SOP
2. | Penyelenggaraan - APBN Ma_r et s/d BPSDM .
. April 2019 Kemendagri
Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Pedoman Maret s/d
3 Sertifikasi Tenaga Pengelolaan i APBN Mei 2019 BPSDM
" | SDM Aparatur dilingkungan Kemendagri
Kemendagri dan Pemda
Penyusunan Standarisasi dan
4 Akreditasi Lembaga Kediklatan i APBN April s/d Mei BPSDM
" | dilingkungan Kemendagri dan 2019 Kemendagri
Pemda
Penyusunan Perangkat Program
5 Lisensi/Akreditasi Lembaga i APBN April s/d Juni BPSDM
" | Penyelenggaran Kompetensi 2019 Kemendagri
Pemerintahan
TOT Substansi Assesor . BPSDM
6. Kompetensi Pemerintahan 1 Angkatan APBN April 2019 Kemendagri
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengembangan . BPSDM
7 Kompetensi SDM Standarisasi i APBN April 2019 Kemendagri
dan Sertifikasi
8 Diklat Perumus Standar Bagi 2 Angkatan PNBP Juli 2019 Jakarta
Pelaksana /Kemang-Bogor
9. D|!<Iat Master Asesor Bag 3 Angkatan PNBP Juli 2019 Jakarta /Kemang
Pejabat Strategis
10, | Diklat Perumus Standar Bagi | 5 A0y atan PNBP Juli2019 | Jakarta /Kemang
Pejabat Strategis
. . . Agustus s/d
11 Diklat Asesor Kompetensi Bagi 3 Angkatan PNBP September Jakarta /Kemang
Pelaksana 2019
12 D|!<Iat Asesor Kompetensi Bagl 2 Angkatan PNBP Agustus 2019 | Jakarta /Kemang
Pejabat Strategis
. . . Oktober s/d
13 Diklat Asesor Lisensi Bagi 3 Angkatan PNBP Nopember Jakarta /Kemang
Pelaksana
2019
. L . Oktober s/d
14 D|!<Iat Asesor Lisensi Bag 3 Angkatan PNBP Nopember Jakarta /Kemang
Pejabat Strategis 2019
Pembekalan dan Uji Februari s/d
15 | Kompetensi Pejabat-Pejabat - - Nopember Jakarta /Kemang
Fungsional Binaan Kemendagri 2019
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Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

No. Nama Kegiatan Jumlah SLmiesr Jadwal Tentatif Tempat
Anggaran Pelaksanaan
1. | Penyusunan Pedoman Februari s/d BPSDM
Teknologi Pembelajaran 1 Angkatan APBN Maret 2019 Kemendagri
Penyusunan Pedoman Februari s/d BPSDM
2 Pembelajaran E-learning 1 Angkatan APBN Maret 2019 Kemendagri
Diklat Penyusunan
Perangkat Pembelajaran Maret s/d April BPSDM
3 Pemerintahan Dalam 1 Angkatan APBN 2019 Kemendagri
Negeri
Diklat Pengembangan .
4. | Tenaga Tutorial untuk E- 1 Angkatan APBN Maret s/d April BPSDM .
| : 2019 Kemendagri
earning
TOT Diklat Penyusunan
Standar Perangkat i
5. | Pembelajaran - APBN Maret s/d April BPSDM :
i 2019 Kemendagri
Pemerintahan Dalam
Negeri
TOT Diklat Penyusunan Juli s/d
6. Perang_kat Pembelajaran 2 Angkatan PNBP Desember Jakarta/Kemang-
Pemerintahan Dalam Bogor
_ 2019
Negeri
. i Juli s/d Jakarta/Kemang
7. ot le_lat Teknologi 2 Angkatan PNBP Desember
Pembelajaran
2019
Diklat bagi Penyusunan . Jakarta/Kemang
Perangkat Pembelajaran Juli s/d
8. . 2 Angkatan PNBP Desember
Pemerintahan Dalam
. 2019
Negeri
. : Juli s/d Jakarta/Kemang
9. Diklat Tel_<no|og| 2 Angkatan PNBP Desember
Pemebelajaran
2019
Diklat Penyusunan Juli s/d Jakarta/Kemang
10 | Kurikulum Berbasis 2 Angkatan PNBP Desember
Kompetensi 2019
Juli s/d Jakarta/Kemang
11 | Diklat E-Learning - PNBP Desember
2019
. Juli s/d Jakarta/Kemang
P 2019
13 Diklat Multimedia i PNBP Februari s/d Jakarta/Kemang
Teknologi Pembelajaran April 2019
Diklat Penyusunan Jakarta/Kemang
Perangkat Evaluasi Februari s/d
14 Pembelajaran i PNBP April 2019
15 | Diklat Mobile Training - PNBP Februari s/d | Jakarta/Kemang

April 2019
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Pusat Pengembangan
> Kompetensi

Pemerintahan Dalam
Negeri




Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan

. Sumber : Tempat
No. Nama Kegiatan Jumlah Anggaran Jadwal Tentatif Pelaksanaan
Penyusunan SKKPDN
1. Diklat Bidang Politik, Februari — Agustus BPSDM
PUM, Pemdes dan 1 Naskah APBN 2019 Kemendagri
Dukcapil
Penyusunan SP2PDN
Diklat Bidang Politik, Februari — Agustus BPSDM
2 PUM, Pemdes dan 1 Naskah APBN 2019 Kemendagri
Dukcapil
. - 19 s.d 24 Agustus BPSDM
3. Diklat Pencatatan Sipil | 3 Angkatan APBN 2019 Kemendagri
Diklat Pengelolaan BPSDM
4. Informasi Administrasi | 2 Angkatan APBN 20 s.d 25 Mei 2019 Kemendaari
Kependudukan (PIAK) g
18 s.d 23 Februari
Diklat Pengelolaan & Jakarta/
> Keuangan Desa 4 Angkatan PNBP 25 s.d 30 Maret Kemang-Bogor
2019
Diklat Manajemen : Jakarta/
6. Konflik Pertanahan 2 Angkatan PNBP 6s.d 11 Mei 2019 Kemang
7. | DiklatPerencanaandan |, \poatan | APBN 24:5.d 29 Juni 2019 Jakarta/
Penganggaran Desa Kemang
8. Diklat Pencatatan Sipil | 2 Angkatan PNBP 22 s.d 27 Juli 2019 Jakarta/
Kemang
Diklat Pengelolaan Jakarta/
9. Informasi Administrasi | 1 Angkatan APBN 24 s.d 29 Juni 2019 Kemang

Kependudukan (PIAK)
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Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan

No.

Nama Kegiatan

Jumlah

Sumber
Anggaran

Jadwal Tentatif

Tempat
Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah
lingkup kantor pusat (Angkatan
| dan I1)

2 Angkatan

APBN

11s.d 15
Februari 2019

BPSDM
Kemendagri

Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah
lingkup kantor pusat (Angkatan
I11 dan V)

2
Angkatan

APBN

11s.d 15
Maret 2019

BPSDM
Kemendagri

Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah
lingkup kantor pusat (Angkatan
V dan VI)

2 Angkatan

APBN

7s.d 12 April
2019

BPSDM
Kemendagri

Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah
lingkup kantor pusat (Angkatan
VIl dan VIII)

2 Angkatan

APBN

13 s.d 17 Mei
2019

BPSDM
Kemendagri

Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah
lingkup kantor pusat (Angkatan
IX dan X)

2 Angkatan

APBN

Juni 2019

BPSDM
Kemendagri

Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah
lingkup kantor pusat (Angkatan
X1 dan XII)

2 Angkatan

APBN

5-9
Agustus 2019

BPSDM
Kemendagri

Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah
lingkup kantor pusat (Angkatan
XI1I dan X1V)

2 Angkatan

APBN

9-13
September
2019

BPSDM
Kemendagri

Pengembangan Kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam hal
penerapan SPM di daerah
lingkup kantor pusat (Angkatan
XV dan XVI)

2 Angkatan

PNBP

7-11 Oktober
2019

Jakarta/Kemang-

Bogor
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Diklat Rencana Strategis

25 Februari s.d

Jakarta/Kemang-

0. E(E)r;;mgkat Daerah (Renstra 2 Angkatan PNBP 1 Maret 2019 Bogor
Diklat Rencana

10 | Pembangunan Jangka 3 Angkatan PNBP 23'22%%”& Jakarta/Kemang
Menengah Daerah (RPJMD)
Diklat Perbendaharaan 29 5.d 26 April

11 | Keuangan Daerah (Angkatan | 2 Angkatan PNBP '2019 P Jakarta/Kemang
I dan I1)
Diklat Pengelolaan Aset 17 s.d 21 Juni

12 Daerah/Barang Milik Daerah 2 Angkatan PNBP 2019 Jakarta/Kemang
Diklat Pajak Daerah dan 22 s.d 26 Juli

13 Retribusi Daerah 2 Angkatan PNBP 2019 Jakarta/Kemang

: 19s5.d 23

14 | Diklat Keuangan BLUD 2 Angkatan PNBP Agustus 2019 Jakarta/Kemang
Diklat Akuntansi dan 23s.d 27

15 | Pelaporan Keuangan Berbasis | 2 Angkatan PNBP September Jakarta/Kemang
Akrual (Angkatan | dan I1) 2019
Diklat Akuntansi dan 21 5.d 25

16 | Pelaporan Keuangan Berbasis | 2 Angkatan PNBP Oktober 2019 Jakarta/Kemang

Akrual (Angkatan 111 dan IV)
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Bidang Pimpinan Daerah

SKKPDN Dan SP2PDN Jan-Maret BPSDM
L Bid. Pimpinan Daerah 3 Naskah APBN 2019 Kemendagri
Orientasi Bagi Anggota i BPSDM
2. DPRD 15 Angkatan APBN Okt-Des 2019 Kemendagri
3. Diknis Camat 2 Angkatan PNBP Juli-Agustus Pussenif Bandung
4. | Diklat Sekwan 2 Angkatan PNBP Maret 2019 Jaka”;{)‘;grr“ang'
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Pusat Pengembangan
Kompetensi Kepamongprajaan
dan Manajemen Kepemimpinan




Bidang Kompetensi

. Sumber Jadwal Tempat
A NGO STl Anggaran Tentatif Pelaksanaan
1. | Penyusunan SKKPDN | 1 Naskah APBN Februari — BPSDM
Juli Kemendagri
2. | Penyusunan SP2PDN | 1 Naskah APBN Februari — BPSDM
Juli Kemendagri
TOT Diklat Bela Negara L1115 BPSDM
3. 1 Angkatan APBN Februari .
(Pelaksanaan) 2019 Kemendagri
Diklat APRM bagi 25 Februari- BPSDM
4 Jabatan Pelaksana 1 Angkatan APBN 1 Maret Kemendagri
Diklat Kepamongprajaan .
5. Bagi Pengasuh dan 1 Angkatan APBN 11'21(?1‘;%' K(?nljesrft)jzﬂ .
Calon Pengasuh di IPDN g
Diklat Bela Negara bagi 8-13 April BPSDM
6 ASN 60 Peserta APBN 2019 Kemendagri
Diklat Kepamongprajaan 24-28 Juni Jakarta/Kemang-
k bagi Camat 2 Angkatan PNBP 2019 Bogor
Diklat Kepamongprajaan 15-28 Juni Jakarta/Kemang-
8 bagi Sekretaris Camat 1 Angkatan PNBP 2019 Bogor
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Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan

, Sumber Jadwal Tempat
No. Nama Keglatan LGl Anggaran Tentatif Pelaksanaan
1. Diklat PIMPEMDAGRI 8April-18 Mei BPSDM
Jabatan Administrasi 2 Angkatan PNBP 2019 Kemendagri
Diklat Pimpemdagri 8April-18 Mei BPSDM
2 Jabatan Pengawas 1 Angkatan PNBP 2019 Kemendagri
TOT Diklat 24 Juni—4 BPSDM
3 | PIMPEMDAGRI 1 Angkatan PNBP Juli 2019 Kemendagri
. 18 Februari- BPSDM
4. Diklat PIM Tk. 111 1 Angkatan PNBP 28 Juni 2019 Kemendagri
. 18 Februari- BPSDM
5. | Diklat PIM Tk. IV 1 Angkatan PNBP 5 Juli 2019 Kemendagri
. . 11-15 Maret BPSDM
6. | TOT Diklat Prajabatan 1 Angkatan PNBP 2019 Kemendagri
y Penyusunan SP2PDN dan i APBN Januari-April BPSDM
" | Revisi Permendagri 2019 Kemendagri
Pelatihan Dasar CPNS .
8. | Gol.Ill IPDN Angkatan i APBN 26 Februari- BPSDM
10 Mei 2019 Kemendagri
XXV
Pelatihan Dasar CPNS
9. | Gol.IV IPDN Angkatan i APBN 25 Maret-12 BPSDM
XXV Juni 2019 Kemendagri
Diklat PIM PEMDAGRI 8 April-22 BPSDM
10. JPT Pertama 1 Angkatan APBN Mei 2019 Kemendagri
18 Februari
11. | Diklat PIM Tk. II 1 Angkatan APBN — 22 Juni BPSDM
Kemendagri
2019
. 18 Februari- BPSDM
12. | Diklat PIM Tk. 111 1 Angkatan APBN 28 Juni 2019 Kemendagri
28-29 BPSDM
13. | Workshop Bela Negara 1 Angkatan APBN Januari 2019 Kemendagri
. 18 Februari BPSDM
14. | Diklat PIM Tk.IV 1 Angkatan APBN 5 3uli 2019 Kemendagri
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Bidang Administrasi Pemerintahan dan Manajemen

No. Nama Kegiatan Jumlah SLmiezs Jadwal Tentatif Tempat
Anggaran Pelaksanaan
SKKPDN dan SP2PDN
Bidang Administrasi Februari — Juli BPSDM
L Pemerintah dan 2 Naskah APBN 2019 Kemendagri
Manajemen
. . 11-16 Maret BPSDM
2. Diklat Kearsipan 1 Angkatan APBN 2019 Kemendagri
: . - 22-26 Mei BPSDM
3. Diklat Analisas Statistik 1 Angkatan APBN 2019 Kemendagri
: 13-18 Mei BPSDM
4. Diklat Keprotokolan 1 Angkatan APBN 2019 Kemendagri
Diklat Manajemen 28-25 Mei BPSDM
> Kepegawaian 1 Angkatan APBN 2019 Kemendagri
: . . BPSDM
6 Diklat Lakip 1 Angkatan APBN 1-6 Juli 2019 .
Kemendagri
. . 18-23 Maret Jakarta/
7. Diklat Analisis Jabatan 2 Angkatan PNBP 2019 Kemang-Bogor
Diklat Manajemen 25-30 Maret Jakarta/
8. Kesekretariat 1 Angkatan PNBP 2019 Kemang-Bogor
9. | Diklat tata naskah Dinas | 2 Angkatan PNBP | 6-11 Mei 2019 Jakarta/
Kemang-Bogor
10. D|qut Standar Pelayanan 1 Angkatan PNBP 8-13 Juli 2019 Jakarta/
Publik Kemang-Bogor
9-14 Jakarta/
11. | Diklat Latip 2 Angkatan PNBP September K
2019 emang-Bogor
Diklat Pelayanan Publik 29 Juli — 2 Jakarta/
12. Berbasis Elektronik 1 Angkatan PNBP Agustus 2019 Kemang-Bogor
Diklat Karya Tulis IImiah 19-24 Agustus Jakarta/
13. Kehumasan 1 Angkatan PNBP 2019 Kemang-Bogor
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Pengembangan

Kompetensi Fungsional
dan Teknis




Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Kementrian Dalam Negeri

, Sumber Jadwal Tempat
A ASCHNGEEL U 1 Anggaran Tentatif Pelaksanaan
Diklat Berjenjang Muda 1l Jakarta/Kemang-
1. Pengawas Pemerintahan 3 Angkatan PNBP Maret-Juli 2019 Bogor
Diklat Berjenjang Madya Maret-Agustus | Jakarta/Kemang-
2. Pengawas Pemerintah 5 Angkatan PNBP 2019 Bogor
Diklat Penilaian Angka Jakarta/Kemang-
3. Kredit bagi Pengawas 1 Angkatan PNBP 14-17 Mei 2019 Bogor
Pemerintahan
Diklat Penilaian Angka . Jakarta/Kemang-
4. Kredit jabfung Pol PP 1 Angkatan PNBP 20-24 Mei 2019 Bogor
Diklat TOT Pengawas 22-26 April BPSDM/Kemang-
5. Pemerintahan 1 Angkatan APBN 2019 Bogor
Diklat TOT Polisi Pamong 26-30 Agustus | BPSDM/Kemang-
6. Praja 1 Angkatan APBN 2019 Bogor
Diklat TOT Pemadam 2-6 September | BPSDM/Kemang-
1. Kebakaran 1 Angkatan APBN 2019 Bogor
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Bidang Administrasi Jabatan Fungsional

No.

Nama Kegiatan

Jumlah

Sumber
Anggaran

Jadwal Tentatif

Tempat
Pelaksanaan

Sosialisasi Pembentukan

Tim Penilai Angka Kredit
jabatan Fungsional Polisi

Pamong

APBN

Maret

Sumatera Barat

Rapat Koordinasi
Pengembangan
Kompetensi Fungsional
dan Teknis

APBN

April

Bogor

Sosialisasi Pembentukan
Tim Penilai Angka Kredit
jabatan fungsional Polisi
Pamong Praja (Pol PP)
Wilayah Tengah lokasi
Sulawesi Selatan

APBN

Mei

Sulawesi
Selatan

Rapat Koordinasi
Pembinaan dan
Pengembangan
Kepegawaian Jabatan
Fungsional Pengawas
Pemerintahan (P2UPD)
Lokasi Yogyakarta

APBN

Juli

Yogyakarta

Workshop Pembinaan dan
Pengembangan
Kepegawaian Jabatan
Fungsional Rumpun
Kesehatan

APBN

Agustus

BPSDM
Kemendagri

Workshop Pembinaan dan
Pengembangan
Kepegawaian jabatan
Fungsional Dosen di
Lingkungan IPDN Lokasi
Jatinangor

APBN

September

Bandung

Pungutan Kapasitas Tim
Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Kemendagri Wilayah
Barat

APBN

Oktober

Aceh

Penguatan Kapasitas Tim
Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Kemendagri Wilayah
Tengah

APBN

November

Makassar,
Denpasae,
mataram
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Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Kementerian dan Lembaga

. Sumber Jadwal Tempat
A NEENNGEIE il Anggaran Tentatif Pelaksanaan
Diklat Audit Investigasi 8-12 April
1 (level dasar) 30 Orang APBN 2019 BPSDM
. . 25 Agustus-13
2 Diklat Dasar Pekerjaan 30 Orang APBN September BPSDM
Sosial
2019
Diklat Pengadaan 18 Februari-22
3 Barang/jasa 30 Orang APBN Februari 2019 BPSDM
4 | Diklat Pustakawan 30 Orang APBN 22-3(7)1,3pnl BPSDM
Diklat Audit Investigasi 17-23 Maret Jakarta/Kemang-
> (level Menengah) 2 Angkatan PNBP 2019 Bogor
Diklat Reviu Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah . i Jakarta/Kemana-
6 | (RPJMD) dan Rencana 1 Angkatan PNBP 23-29 Juni g
. 2019 Bogor
Strategis Perangkat
Daerah (RENSTRA PD)
Angkatan 1
Diklat Audit Investigasi 23-29 Juni Jakarta-Kemang-
! (level dasar) Angkatan 1 1 Angkatan PNBP 2019 Bogor
Diklat Reviu Laporan
Keuangan Pemerintah . Jakarta/Kemang-
8 Daerah (LKPD) 1 Angkatan PNBP 7-13 Juli 2019 Bogor
Angkatan |
Diklat Teknis _ Jakarta/Kemang-
9 | Penyusunan Peraturan 1 Angkatan PNBP 7-13 Juli 2019 Bodor
Daerah Angkatan 1 g
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Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia Regional Bukit Tinggi

Kementerian Dalam Negeri

JIn. Raya Bukittinggi Payakumbuh Km. 14 Sumatera Barat
Ph. (0752)28241
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NO

NAMA DIKLAT

RENCANA
PELAKSANAAN

SUMBER DANA

TEMPAT

Diklat Kepemimpinan Tk. I
Angkatan | (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

Diklat Kepemimpinan Tk.IV
Angkatan | (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

Diklatpim PEMDAGRI Bagi
Pengawas (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

Diklatpim PEMDAGRI Bagi
Administrasi

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan Il Angkatan |
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan 111 Angkatan Il
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan 111 Angkatan 111
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan Il Angkatan IV
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan Il Angkatan V
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

10

Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan Il Angkatan VI
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

11

Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan 111 Angkatan VII
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

12

Diklat Teknis Revolusi
Mental bagi Pejabat Tinggi
Pratama (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

13

Diklat Kepemimpinan Tk 111
Angkatan Il (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

14

Diklat Kepemimpinan Tk IV
Angkatan Il (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bukittinggi

15

Pelatihan Dasar CPNS
Golongan Il Bagi Purna
Praja IPDN Angkatan XXV
(RM)

1 Angkatan

RM

Bukittinggi

16

Orientasi Bagi Anggota
DPRD Hasil Pemilu Serentak
Tahun 2019 Lingkup
Regional

1 Angkatan

RM

Bukittinggi

17

Diklat Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam
Penerapan SPM

1 Angkatan

RM

Bukittinggi
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Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri
Kampus Jatinangor JIn. Kiara Payung Sumedang, Jawa Barat
Ph.(022)87835008




NO

NAMA DIKLAT

JUMLAH
PESERTA

PEMBIAYAAN

RENCANA
PELAKSANAAN

Orientasi Pendalaman Tugas bagi
anggota DPRD Provinsi

3 Angkatan

PNBP

Bandung

Latsar bagi Purna Praja IPDN
XXV

8 Angkatan

RM

Bandung

Diklat Kepemimpinan Tingkat I11
Angkatan | (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

Diklat Kepemimpinan Tingkat I11
Angkatan 11 (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

Diklat Kepemimpinan Tingkat I11
Angkatan 111 (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

Diklat Kepemimpinan Tingkat I11
Angkatan 1V (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Angkatan | (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Angkatan 1l (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Angkatan 111 (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

10

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Angkatan 1V (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

11

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Angkatan V (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

12

Bimtek peningkatan Daya Saing
Daerah Melalui Perencanaan
Strategis bagi Pejabat Tinggi
Pratama (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

13

Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan Il dan/atau
Golonganlll yang diangkat dari
Tenaga Honorer K1dan/atau K2
(angkatan I) (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

14

Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan Il dan/atau
Golonganlll yang diangkat dari
Tenaga Honorer K1dan/atau K2
(angkatan I1) (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

15

Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan Il dan/atau
Golonganlll yang diangkat dari
Tenaga Honorer K1dan/atau K2
(angkatan I11) (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

16

Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan Il dan/atau Golongan
I11 yang diangkat dari Tenaga
Honorer K1dan/atau K2 (angkatan
IV) (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

17

Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan Il dan/atau Golongan
I11 yang diangkat dari Tenaga
Honorer K1dan/atau K2 (angkatan
V) (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

18

Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan Il dan/atau Golongan
I11 yang diangkat dari Tenaga
Honorer K1dan/atau K2 (angkatan
V1) (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung
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19

Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan Il dan/atau Golongan
111 yang diangkat dari Tenaga
Honorer K1ldan/atau K2 (angkatan
VII) (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

20

Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan Il dan/atau Golongan
111 yang diangkat dari Tenaga
Honorer K1dan/atau K2 (angkatan
VIII) (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

21

Pelatihan dasar CPNS Golongan
111 (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

22

Diklat Teknis Pengelolaan
Keuangan bagi bendahara
Pengeluaran Pembantu (angkatan
1)(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

23

Diklat Teknis Pengelolaan
Keuangan bagi bendahara
Pengeluaran Pembantu (angkatan
I1)(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

24

Diklat Teknis Manajemen
Kearsipan (angkatan 1)(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

25

Diklat Teknis Manajemen
Kearsipan (angkatan 11)(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

26

Diklat Peningkatan Kapasitas
Lurah dalam rangka kewaspadaan
Dini di Daerah (Angkatan I)
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

27

Diklat Peningkatan Kapasitas
Lurah dalam rangka kewaspadaan
Dini di Daerah (Angkatan I1)
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

28

Diklat Peningkatan Kapasitas
Lurah dalam rangka kewaspadaan
Dini di Daerah (Angkatan I11)
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

29

Diklat dan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional P2UPD Jenjang muda
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

30

Diklat dan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional P2UPD Jenjang Madya
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

31

Diklat Peningkatan Kapasitas APIP
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

32

Training of Trainers Pimpemdagri
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

33

Diklat Dasar intelegent bagi
Pemerintah Daerah (PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

34

Pelatihan Penerapan kebijakan
/TOF Pelatihan dasar CPNS
(PNBP)

1 Angkatan

PNBP

Bandung

35

Diklat Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam Penerapan
SPM bagi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama

1 Angkatan

PNBP

Bandung

36

Diklat Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam Penerapan
SPM bagi Jabatan Administrator 2

2 Angkatan

PNBP

Bandung

37

Diklat Penyusunan Dokumen
Perencanaan dalam Penerapan
SPM bagi Pengawas

1 Angkatan

PNBP

Bandung
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==t Pusdiklat Kemendagri Yogyakarta
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Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Regional Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri
Jin. Melati Kulon No. 14 Daerah istimewa Yogyakarta
Ph. (0274)564249

PR




Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta

1 Diklat PIM IV Angkatan XXV APBN 200 1 Februari - 18 Mei 2019

2 Diklat Prajab RM 40 5 Februari — 9 Juni 2019

3 Diklat PIM 111 Angkatan XXIII RM 40 7 Februari — 18 Mei 2019

4 Purna Tugas Angkatan . | RM 40 13 — 15 Februari 2019
Diklat Berjenjang Bagi Pejabat Fungsional

5 P2UPD dan Sertifikasi Tingkat Madya RM 40 29 Februari — 6 Maret 2019
Angkatan |
Purna Tugas Angkatan Il RM 40 8 — 10 Maret 2019
Diklat Prajab RM 40 12 Maret — 4 Agustus 2019

8 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah RM 40 19 — 23 Maeret 2019
Angkatan |
Diklatpim IV .

9 Angkatan XXV PNBP 60 19 Maret — 5 Juli 2019
Diklatpim 111 .

10 Angkatan XXIV PNBP 30 26 Maret — 17 Juli 2019

11 Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah PNBP 30 2_ 6 April 2019
Angkatan |

12 Diklat Perencanaan Il PNBP 30 16 — 20 Maret 2019

13 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah PNBP 30 19 — 23 Maret 2019
Angkatan |1

14 | DiklatPengadaan Barang/Jasa dan PNBP 30 23— 28 Maret 2019
Sertifikasi
Diklat PIM IV .

15 Angkatan XXVII PNBP 30 23 April — 10 Agustus 2019

16 Diklat Penilaian Angka Kredit (Inspektorat) PNBP 30 15 — 18 Juni 2019
Angkatan |
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Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, Lanjutan...

APIP i i Jogja B .

1 Angkatan | RM 22 — 25 Juni 2019

2 Diklat Analisis RM i i Jogja 3_ 6 Juli 2019
Jabatan

3 Diklat PIM 111 RM i i Jogja 25 Juni — 5 Oktober
Angkatan XXV 2019
APIP i i Jogja .

4 Angkatan 11 RM 26 — 29 Juni 2019
Diklat Peningkatan Jogja

5 SDM Bagi Anggota RM - - 10— 13 Juli 2019
DPRD Angkatan |
Diklat Berjenjang Jogja
Bagi Pejabat
Fungsional P2UPD .

6 dan Sertifikasi RM - - 16 — 31 Juli 2019
Tingkat Madya
Angkatan. Il
Diklat Manajemen i i Jogja 7 —10 Agustus

! Kepegawaian PNBP 2019
Diklat Pendataan Jogja

8 Objek PBB PNBP - - 27 Agustus 2019
Angkatan |
Diklat Pendataan Jogja

9 Objek PBB PNBP - - 1 September 2019
Angkatan 11
Purna Tugas ) ) Jogja 4 — 6 September

10 Angkatan 111 PNBP 2019
Diklat Peningkatan

11 | SDM Bagi Anggota PNBP 27 3hr Jogja 9- 1223061pgember
DPRD Angkatan Il
Diklat Penilaian
Angka Kredit . 18 — 21 September

12 (Inspektorat) PNBP 27 3hr Jogja 2019
Angkatan 11
Diklat Training

13 | Officer Course PNBP 27 3hr Jogja 26 September 6

Oktober 2019

(TOC)

14 | Diklat Penilaian PBB | PNBP 27 3hr Jogja 15- 2200(1)9ktober

. . . 15 Oktober

15 | Diklat Pimpemdagri |\ 55 27 3 hr Jogja 14 Nopember
Tingkat Pengawas 2019
Diklat Pimpemdagri

16 | Tingkat PNBP 27 3 hr Jogia | ¢ Nzogvgrﬁ)%?ezrom
Administrator
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Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Regional Makassar Kementerian DalamNegeri

JIn. Paccerakkang Daya Biringkanaya, Sulawesi Selatan
Ph. (0411)512722

N <) oD
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Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar
Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,dan

Pengawas
No NAMA DIKLAT Beban Jumlah JADWAL
Biaya Peserta TENTATIF
1 Diklat PIM Tingkat 111 Angkatan XVI PNBP 40 Orang 12 Maret — 29 Juni
2019
2 Diklat PIM Tingkat IV Angkatan XXVII PNBP 40 Orang 16 — 20 Juli 2019
3 Diklat PIM Tingkat 111 Angkatan XV1I PNBP 40 Orang 23 April — 20 Juli
2019
4 Diklat PIM Tingkat IV Angkatan XXVIII PNBP 40 Orang 30 April — 18 Agustus
2019
5 Diklat PIM Tingkat 111 Angkatan XV1II PNBP 36 Orang 9 Juli — 19 Oktober
2019
6 Diklat PIM Tingkat 1V Angkatan XXI1X PNBP 36 Orang 16 Juli — 26 Oktober
2019
7 Diklat PIM Pemdagri bagi Pengawas PNBP 40 Orang 5 Nopember — 18
Desember 2019
8 Diklat PIM Pemdagri bagi Administrator PNBP 40 Orang 24 September 27
Oktober 2019
9 Diklat Aparatur Revmen bagi JPT PNBP 30 Orang 3 — 8 September 2019
10 | Diklat Kepamongprajaan bagi Camat PNBP 30 Orang 17 — 22 September
2019
1 Diklat Aparatur Revmen bagi Pengawas PNBP 30 Orang 10- lszgigtember
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Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar
Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana,Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah,DPRD dan Lurah
Beban Jumlah
No NAMA DIKLAT Biaya Peserta JADWAL TENTATIF
Latsar CPNS Purna Praja IPDN Gol.Ill Angkatan | APBN 200 Orang 5 Februari — 28 Juni 2019
Latsar CPNS Purna Praja IPDN Gol.lll Angkatan |1 APBN 200 Orang 4 — 9 September 2017
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan .
3 Pembangunan Daerah Angkatan | APBN 30 Orang 16 —20 April 2019
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan .
4 Pembangunan Daerah Angkatan |1 APBN 30 Orang 23 27 April 2019
5 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan | APBN 300rang 30 Juli — 3 Agustus 2019
6 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan Il APBN 30 Orang 6 — 10 Agustus 2019
7 Diklat Prajabatan CPNS Golongan Il dan Golongan PNBP 64 Orang 29 _ 28 Januari 2019
111 Angkatan XI
Diklat CP Diklat Prajabatan CPNS Golongan Il dan 29 Januari — 4 Februari
8 | Golongan 111 Angkatan XII PNBP 40 Orang 2019
Diklat CP Diklat Prajabatan CPNS Golongan Il dan 29 Januari — 4 Februari
9 | Golongan 111 Angkatan XIi| PNBP 39 Orang 2019
Diklat CP Diklat Prajabatan CPNS Golongan Il dan 29 Januari — 4 Februari
10 Golongan 111 Angkatan XIV PNBP 39 Orang 2019
Diklat Fungsional P2UPD dan Ujian Sertifikasi 19 Februari — 10 Maret
1 Jenjang Muda Angkatan 111 dan IV PNBP 80 Orang 2019
12 Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah PNBP 60 Orang 19 — 24 Maret 2019
13 Workshop Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD PNBP 30 Orang 6 — 10 Agustus 2019
14 Diklat Orientasi Tugas bagi Kepala Desa PNBP 30 Orang 6 — 11 Agustus 2019
15 Diklat Pengembangan APRM bagi Pelaksana PNBP 30 Orang 3 — 7 September 2019
16 Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa PNBP 30 Orang 6 — 11 Agustus 2019
17 Bimtek Penyusunan LPJ Desa PNBP 30 Orang 15 — 18 Oktober 2019
18 Diklat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa PNBP 60 Orang 1 -5 Oktober 2019
Diklat Inovasi Pengelolaan dan Pengembangan
19 BUMDES PNBP 60 Orang 1 -5 Oktober 2019
20 Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Pemdes PNBP 30 Orang 8 — 11 Oktober 2019
21 Bimtek Penyusunan LPJ Desa PNBP 30 Orang 15 — 18 Oktober 2019
22 Bimtek Administrasi Pemerintahan Desa PNBP 30 Orang 22 — 25 Oktober 2019
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Balai Pengembangan Kompetensi Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rokan Hilir, Riau Kementerian Dalam Negeri
JIn. Lintas Riau-Sumut, Km 167 Banjar XII Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih




RENCANA

NO NAMA DIKLAT PEL AKSANAAN PEMBIAYAAN TEMPAT
1 TOT Februari-Maret RM Rokan Hilir Riau
2 TOF Februari-Maret RM Rokan Hilir Riau
3 Diklat Perjenjangan Mei RM Rokan Hilir Riau
4 Diklat Dasar Maret-April RM Rokan Hilir Riau

RENCANA

NO NAMA DIKLAT PEL AKSANAAN PEMBIAYAAN TEMPAT
1 TOT Agustus RM Rokan Hilir
2 Diklat Pemadam | Maret-April, Juni-Juli RM Rokan Hilir
3 Diklat Pemadam II Oktober RM Rokan Hilir
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Sarana dan Prasd

Badan Pengembangan Sumbe:
Kementerian Dala
Kalibata, f K




Perpustakaan

—

Common Room b
—~ _

Indoor/Outdoor
TennisCourt
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uang Makan 3 Karaoke Room
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Daftar Nomor Telepon Penting

Pusat/Bidang/Bagian

No.Telp/Fax

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(021) 7982670

SEKRETARIAT

. (021)7981412
1 | Sekretaris Badan 7982665
2 | Bagian Perencanaan (021)79195075
3 | Bagian Keuangan (021)7981402
4 | Bagian Umum (021)7981413
5 | Bagian Perundang-Undangan, Kepegawaian dan Kerja Sama (021)7990531
111 [ PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI (021-7943421)
1 [ Bidang Kompetensi (021)7943421
2 | Bidang Standarisasi Lembaga Kediklatan Pemerintahan Dalam Negeri Daerah (021)7943422
Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran (021)7998653
IV | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (021-7943422)
1 | Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kependudukan (021)7946626
2 | Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan (021)7991958
3 | Bidang Pimpinan Daerah (021)79743420
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPAMONGPAJAAN DAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN
V
(021-7996518)
Bidang Kepamongprajaan (021)98180204
Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan (021)7991770
Bidang Administrasi Pemerintahan dan Manajemen (021)7981403
VI | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN TEKNIS (021-7943419)
1 | Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri (021)79170148
2 | Bidang Administrasi Jabatan Fugsional (021)7982659
3 | Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Kementerian dan Lembaga (021)7943419
VI [ Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi (0752)28241,28240
V11| Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung (022) 2039634,2031435
IX | Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta (0274) 56133;?)3328’564249’
X | Pusdiklat Kemendagri Regional Makassar (0411)513722
Xl | Balai Diklat Pengembangan Kompetensi Pol-PP dan Damkar Rokan Hilir -
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PERUBAHAN MINDSET BPSDM

JABATAN ADALAH

WEWENANG AMANAH YG HRS
MENJADI DIPERTANGGUNG
PERANAN JAWABKAN

PENGUASA

Jangan membenarkan yang biasa
(tidak benar)
tapi
biasakanlah yang benar

SUKSESKAN
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 ©&wmtemw

Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensil yang Efektif, Efisien dan Demokratis

PILIHAN BOLEH BEDA ':._ :’

PERSATUAN KESATUAN BANGSA HARUS KITA JAGA

Politik Uang, Politisasi Suku, Agama dan Ras
Hoax, Fitnah dan Kampanye Negatif
Adalah

RACUN DEMOKRASI
TJAHJO KUMOLO Drs.H. Teguh Setyabudi, M.Pd

MENTERI DALAM NEGERI Mari Kita Tolak dan L " KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA ari Kita 1oiak dan Lawan.. KEMENTERIAN DALAM NEGER!




REVOLUSI MENTAL

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
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WTERIAN DALAM NES

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JIn. Taman Makam Pahlawan No.8 Kalibata, Jakarta Selatan
Ph./Fax. (021) 79195075, 7982658, 7982670
diklat.kemendagri.go.id
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